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Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 
diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya 
dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting 
adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada 
kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. 
Penulisan tesis yang berjudul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada” 
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian 
empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan 
penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis netralitas pegawai 
negeri sipil dalam Pilkada dan mengetahui keberpihakan Pegawai Negeri Sipil 
dalam Pilkada Malang, Gowa dan Kutai Kertanegara.Secara yuridis netralitas 
Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor Peraturan 
Pemerintah No. 12 Tahun 1999 secara tegas menetapkan bahwa seorang pegawai 
negeri yang akfif dalam partai politik harus melepaskan statusnya sebagai 
pegawai negeri, namun yang sering terjadi, bahwa di Indonesia jabatan menteri 
misalnya, jabatan menteri bukan jabatan pegawai negeri, tetapi jabatan 
politik. Seringkali seorang menteri (yang berasal dari pegawai negeri) sulit 
memisahkan jabatan dirinya sebagai pejabat pemerintah yang juga sebagai 
fungsionaris partai. Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa netralitas 
PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat diperlukan dan bagaimana 
mengupayakan netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah? ada sejumlah 
larangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penegakan netralitas 
birokrasi dan PNS, yakni:pertama,dalam kampanye dilarang melibatkan hakim 
pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD pejabat struktural, pejabat 
fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Daerah, kecuali apabila pejabat 
tersebut menjadi calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. kedua,Pejabat 
negara yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam 
melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dalam 
jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan memperhatikan 
keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, PNS, anggota 
TNI/POLRI dilarang dilibatkan sebagai peserta kampanye atau juru kampanye 
pilkada. Keempat, Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam 
jabatan negeri dan Kepala Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan 
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye. Pada akhirnya diharapkan pemilu mendatang merupakan tonggak bagi 
redefinisi peran birokrat/ PNS sebagai public servan, tentunya berlaku juga 
pada pilkada langsung. 
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With the issuance of government policy through the PP No. 12 Tahun 1999 
expected the political neutrality of the bureaucracy will be guaranteed not 
only by civil servants to release membership in political parties, but more 
important is to uphold the attitude and behavior of civil servants in order 
to really oriented to the public interest and professional and impartial 
attitude towards political parties. The writing methods of this thesis 
entitled "Neutrality of Civil Servants in the elections" is a normative legal 
research methods and empirical research methods, with emphasis on normative 
research. The purpose and objective of this thesis is to obtain judicial 
neutrality of civil servants in the election and find out partisanship in the 
election of Civil Servants in Malang, Gowa and Kutai Kertanegara. Judicially, 
neutrality of Civil Servants has been regulated in PP No. 12 Tahun 1999 
provides that a civil servant who is active in a political party should let 
go of his status as civil servants, but that often happens, that in the 
Indonesia office of the minister for instance, the post office of civil 
servants rather than ministers, but political office. Often a minister (which 
comes from civil servants) is difficult to positions itself as a government 
official who is also a party functionary. The problem is why the neutrality 
of civil servants in the Regional Head Election is needed and how to seek the 
neutrality of civil servants in local elections? There are some restrictions 
that need to be considered in connection with the enforcement of the 
neutrality of the bureaucracy and civil servants, namely: first, the 
campaigns are prohibited from involving judges in all courts, enterprises 
structural officers, functional officers in the country as well as regional 
head office, unless the officer is a candidate for the Head Regional / Deputy 
Regional Head. Second, the state officials who become candidates for Regional 
Head / Deputy Head of the Region in implementing the campaign does not use 
the associated facilities in the office, taking temporary leave without pay. 
Third, civil servants, members of the TNI/Police involved as participants are 
prohibited from campaign or election campaigners. Fourth, state officials, 
officials of the structural and functional in the country and regional heads 
of office are prohibited from making decisions and/ or actions that benefit 
or harm one of the candidates during the campaign. In the end, it expects the 
upcoming election is a major milestone for the redefinition of the role of 
bureaucrats / civil servants as a public servant, of course, applies also to 
direct election.  
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